Kalsel Dapat Kucuran Dana Desa Rp1,5 Triliun

https://mediaindonesia.com

Tahun ini Provins Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat kucuran dana desa Rpl,5
triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PMD) Kasal Zulkifli Husaini mengungkapkan, tahun ini, Kalsel mendapat kucuran dana desa
sekitar RP 1,5 triliun bagi 1.864 desadi 11 kabupaten.

“Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang sebesar Rp 1,3 triliun. Tahun lalu banyak
dimanfatkan untuk infrastruktur. Kami berharap tahun ini bergeser ke ekonomi seperti
membangun BUMDes, yang di Tabalong sudah berhasil dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kasdl, Zulkifli, kucuran
dana desa terbesar ada di Kabupaten Banjar sebesar Rp213 miliar, Hulu Sungai Utara Rpl174
miliar dan Kotabaru Rp165 miliar.

Namun pada tahun lalu, ungkap Zulkifli, hampir 30 persen atau Rp304,7 miliar dari total
Rp1,327 triliun dana desa tidak terserap dan mengendap di rekening desa. Dia juga menjelaskan,
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selain ada yang tidak terserap, dana desa di kalsel juga rawan penyimpangan, karena terkendala
rendahnya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.

"Kasus-kasus penyimpangan dana desa masih terjadi termasuk di Kalsel. Salah satu
penyebabnya adalah rendahnya kualitas atau kemampuan SDM
perangkat desa dalam mengeloladanadesa,” tutur Rabu (6/11).

Beberapa kasus penyimpangan dana desa terjadi di Kalsel. Antara lain yang menimpa
Kepaa Desa Lok Batu Kacamatan Batumandi, Kabupaten
Balangan, Ruspandi. Setelah sempat  berbulan-bulan  buron ke  Kaimantan
Timur, akhirnya berhasil diringkus tim Kejaksaan Negeri Balangan.

Ruspandi menjadi tersangka korupss dana desa pada 2016  sebesar
Rp1,13 miliar dengan kerugian negara Rp300 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo.
pasa 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya Menteri  Keuangan, Sri Mulyani  Indrawati  mengungkapkan
ada desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2019. Redlisasi dana desa hingga 30 September 2019 telah mencapai Rp44 triliun atau
62,9% dari pagu APBN. Secara nilai, redlisasi itu meningkat dibanding periode sama di 2018
sebesar Rp37,9 triliun.

Sumber Berita:

1. https://mediaindonesia.com, Kalsel Dapat Kucuran Dana Desa Rpl,5 Triliun, Rabu, 6
November 2019.

2. http://jgakrekam.com, Rp 1,5 Triliun Dana Desa Bagi 1.864 Desa Di 11 Kabupaten Di
Kalsel, Kamis, 4 Juli 2019.
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Catatan:

& Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, sebagai pidanatambahan adal ah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang
tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun;
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d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh
Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jikaterpidanatidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam ha terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka
dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum
dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan
lamanya pidanatersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

@ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Pasal 2
Ayat (1)
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Ayat (2)
APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Pasal 3
Ayat (1)
Kepaa Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
Ayat (2)
Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal
kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengel olaan barang milik Desa;
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mel akukan tindakan yang mengakibatkan pengel uaran atas beban APB Desg;
menetapkan PPKD;

menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

menyetujui RAK Desa; dan
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g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa

selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan

kepala Desa.

Pasal 9

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Adli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-lain

Pasal 10

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas
jenis:

Dana Desg;

Bagian dari Hasil Pgjak Daerah Kabupaten/K ota dan Retribusi Daerah;

Alokasi Dana Desa (ADD);

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/K ota.
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' Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
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